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ABSTRAKSI 
Korupsi merupakan fenomena yang masih memerlukan perhatian lebih, 
karena kejahatan luar biasa yang dampaknya sangat merugikan masyarakat. 
Terlebih korupsi sudah terjadi diberbagai kalangan (eksekutif, legislatif, yudikatif, 
dan swasta). Menurut Transparency International tingkat korupsi di Indonesia 
tergolong tinggi, pada tahun 2013 berada pada urutan 114 dari 177 negara yang 
disurvei. Tujuan dari penelitian ini adalah membuktikan secara empiris hubungan 
produk domestik bruto, partisipasi perempuan bekerja, angka melek huruf, 
keterbukaan ekonomi, dengan tingkat korupsi di Indonesia.  
Populasi dalam penelitian ini adalah negara Indonesia, dengan menggunakan 
sampel jenuh. Data sekunder tahun 2005-2013 diperoleh dari Transparency 
International dan Badan Pusat Statistik. Dengan menggunakan alat analisis 
korelasi Pearson Product Moment. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk domestik bruto, partisipasi 
perempuan bekerja, angka melek huruf memiliki hubungan positif dan sangat kuat  
dengan tingkat korupsi. Sedangkan keterbukaan ekonomi memiliki hubungan 
positif dan cukup. 
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Korupsi merupakan fenomena yang masih  memerlukan perhatian lebih 
karena merupakan kejahatan luar biasa yang dampaknya sangat merugikan 
masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi tidak hanya 
merugikan keuangan negara, tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial 
dan ekonomi masyarakat secara luas. Dewasa ini kasus korupsi sudah terjadi 
diberbagai kalangan mulai dari kalangan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan 
swasta. 
Menurut Arif (1997: 4) dalam Nurdjana (2005: 70), korupsi berkaitan erat 
dengan tingkat kompleksitas masalah,diantaranya: masalah sikap moral, pola 
hidup dan budaya sosial, kebutuhan dan sistem ekonomi, lingkungan sosial 
dan kesenjangan sosial-ekonomi, budaya politik, peluang yang ada di dalam 
mekanisme pembangunan atau kelemahan birokrasi/prosedur administrasi di 
bidang keuangan dan pelayanan umum. 
Menurut Corruption Perception Index (CPI) pada tahun  2013 Indonesia 
berada pada urutan 114 dari 177 negara yang disurvei, dan memperoleh skor 
32. Skor CPI  berada diantara 0 sampai dengan 100. Skor 0 menunjukkan 
bahwa suatu negara sangat korup, sedangkan skor 100 menunjukkan bahwa 
suatu negara sangat bersih. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat korupsi 
di Indonesia masih tergolong tinggi, dengan demikian pemerintah harus 
menangani masalah tersebut secara serius. 
Beberapa penelitian yang menganalisis korupsi dengan pendekatan kuantitatif 
dan menggunakan variabel ekonomi dilakukan oleh bebera peneliti antara 
lain: Silaen dan Sasana (2013). Nugroho (2012),Ata dan Arvas 
(2011),Bowman dan Giligan (2008), Shabbir dan Anwar (2007). 
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian mengenai “Hubungan Produk Domestik Bruto, Partisipasi 
Perempuan Bekerja, Angka Melek Huruf, Keterbukaan Ekonomi, 
dengan Tingkat Korupsi di Indonesia”. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris 
hubungan produk domestik bruto, partisipasi perempuan bekerja, angka 
melek huruf, keterbukaan ekonomi, dengan tingkat korupsi di Indonesia. 
 
B. TINJAUAN PUSTAKA 
1. Teori GONE 
Teori GONEdikemukakan oleh Bologne, teori ini berhubungan dengan 
faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yang meliputi Greeds 
(keserakahan), Opportunities (kesempatan, Needs (kebutuhan), dan 
Exposures (pengungkapan). 
2. Korupsi 
Nurdjana (2005:12), Korupsi merupakan suatau perbuatan melawan 
hukum, yang secara langsung maupun tidak langsung, dapat merugikan 
perekonomian atau keuangan negara, yang dari segi materiil perbuatan itu 
dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai- nilai 
keadilan masyarakat. 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi, “Korupsiadalah setiap orang yang secara melawan hukum 
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 
negara...”. 
3. Produk Domestik Bruto (PDB) 
Herlambang, et al. (2001: 22), produk domestik bruto adalah total 
pendapatan yang dihasilkan di dalam suatu negara, termasuk pendapatan 
orang asing yang bekerja di dalam suatu negara.  
Soebagiyo (2013:67),produk domestik bruto adalah seluruh barang 
dan jasa yang dihasilkan seluruh warga masyarakat (termasuk warga 
negara asing) suatu negara dalam periode tertentu biasanya satu tahun. 
4. Partisipasi Perempuan Bekerja 
Menurut Tjokrowinoto (1996: 84-86) dalam Sugiarti (2003: 206), 
salah satu indikator integrasi perempuan dalam pembangunan diukur 
dengan partisipasi angkatan kerja.Menurut Badan Pusat Statistik, 
penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 
tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun untuk sementara 
tidak bekerja dan pengangguran. 
5. Angka Melek Huruf 
Menurut Badan Pusat Statistik, angka melek huruf adalah persentase 
penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca menulis serta mengerti 
sebuah kalimat  sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf 
digunakan untuk mengukur keberhasilan program pemberantasan buta 
huruf, menunjukkan kemampuan penduduk disuatu wilayah dalam 
menyerap informasi dari berbagai media, berkomunikasi secara lisan dan 
tertulis.  
6. .Keterbukaan Ekonomi 
Menurut Herlambang, et al.(2001: 265), hubungan suatu negara 
dengan luar negeri disebut perekonomian terbuka, sehingga membuka 
peluang terjadinya perdagangan luar negeri dan arus modal masuk dan 
keluar dari suatu negara. 
C. Hipotesis 
H1:Terdapat hubungan antara produk domestik bruto dengan tingkat korupsi 
di Indonesia. 
H2:Terdapat hubungan antara partisipasi perempuan bekerja dengan tingkat 
korupsi di Indonesia. 
H3:Terdapat hubungan antara angka melek huruf dengan tingkat korupsi di 
Indonesia. 
H4:Terdapat hubungan antara keterbukaan ekonomi dengan tingkat korupsi 
di Indonesia. 
 
D. METODE PENELITIAN 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif. Penelitian asosiatif adalah 
penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel 
atau lebih (Siregar, 2013: 7). 
2. Variabel penelitian 
Variabel dependen dalam penelitian ini adalah tingkat korupsi, 
sedangkan variabel independen yaitu: produk domestik bruto, partisipasi 
perempuan bekerja, angka melek huruf, dan keterbukaan ekonomi. 
3. Populasi dan Sampel Penelitian 
Menurut Siregar (2013: 30), populasi adalah keseluruhan dari objek 
penelitian. Sampel adalah suatu prosedur pengambilan data dimana hanya 
sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan 
sifat serta ciri yang dikendaki dari suatu populasi. Populasi dalam 
penelitian ini adalah negara Indonesia, dengan menggunakan sampel 
jenuh. Sampel jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota 
populasi digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2011: 68). 
4. Data dan Sumber Data 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder 
tahunn 2005–2013, yang bersumber dari Transparency International 
(www.ti.org.id) dan Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id). 
 
5. Pengukuran variabel 
Tingkat korupsi yaitu besarnya indeks persepsi korupsi negara Indonesia 
yang dipublikasikan oleh Transparency International, pengukuran tingkat 
korupsi dengan menggunakan indeks rentang 0-100, 0 berarti sangat 
korup, sedangkan 100 sangat bersih, produk domestik atas dasar harga 
konstan, persentase partisipasi perempuan bekerja, persentase angka melek 
huruf, keterbukaan ekonomi diukur dari persentase net export terhadap 
produk domestik bruto. 
6. Metode analisis data 
Penelitian ini menggunkan alat analisis korelasi Pearson Product 
Moment, yang bertujuan untuk mencari arah dan kekuatan hubungan 
antara variabel bebas dengan variabel terikat. 
E. HASIL PENELITIAN 
1. Hasil analisis korelasi 
Dari hasil analisis korelasi Pearson Product Moment, diperoleh hasil: 
Hubungan produk domestik bruto dengan tingkat korupsi adalah  nilai 
signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,10, dengan nilai korelasi 0,972, 
menunjukkan bahwa hubungan produk domestik bruto dengan tingkat 
korupsi positif dan sangat kuat. Artinya apabila produk domestik bruto 
naik, maka tingkat korupsi juga naik (korupsi turun). 
Hubungan partisipasi perempuan bekerja dengan tingkat korupsi 
adalah  nilai signifikansi 0,004 lebih kecil dari 0,10, dengan nilai korelasi 
0,843, menunjukkan bahwa hubungan partisipasi perempuan bekerja 
dengan tingkat korupsi positif dan sangat kuat. Artinya apabila partisipasi 
perempuan bekerja naik, maka tingkat korupsi juga naik (korupsi turun). 
Hubungan angka melek huruf dengan tingkat korupsi adalah  nilai 
signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,10, dengan nilai korelasi 0,887, 
menunjukkan bahwa hubungan produk domestik bruto dengan tingkat 
korupsi positif dan sangat kuat. Artinya apabila angka melek huruf naik, 
maka tingkat korupsi juga naik (korupsi turun). 
Hubungan keterbukaan ekonomi dengan tingkat korupsi adalah  nilai 
signifikansi 0,088 lebih kecil dari 0,10, dengan nilai korelasi 0,599, 
menunjukkan bahwa hubungan keterbukaan ekonomi dengan tingkat 
korupsi positif dan sangat kuat. Artinya apabila keterbukaan ekonomi naik, 
maka tingkat korupsi juga naik (korupsi turun). 
 
F. KESIMPULAN DAN SARAN 
1. Kesimpulan 
Hubungan produk domestik bruto dengan tingkat korupsi adalah  nilai 
signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,10, dengan nilai korelasi 0,972, 
menunjukkan bahwa hubungan produk domestik bruto dengan tingkat 
korupsi positif dan sangat kuat.  
Hubungan partisipasi perempuan bekerja dengan tingkat korupsi 
adalah  nilai signifikansi 0,004 lebih kecil dari 0,10, dengan nilai korelasi 
0,843, menunjukkan bahwa hubungan partisipasi perempuan bekerja 
dengan tingkat korupsi positif dan sangat kuat.  
Hubungan angka melek huruf dengan tingkat korupsi adalah  nilai 
signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,10, dengan nilai korelasi 0,887, 
menunjukkan bahwa hubungan produk domestik bruto dengan tingkat 
korupsi positif dan sangat kuat.  
Hubungan keterbukaan ekonomi dengan tingkat korupsi adalah  nilai 
signifikansi 0,088 lebih kecil dari 0,10, dengan nilai korelasi 0,599, 
menunjukkan bahwa hubungan keterbukaan ekonomi dengan tingkat 
korupsi positif dan sangat kuat.  
 
2. Saran 
Bagi peneliti selanjunya, diharapkan penelitian selanjutnya 
menambah variabel-variabel yang lain, agar dapat membandingkan dan 
menyempurnakan hasilnya dengan penelitian. 
Bagi Pemerintah, agar bisa dilakukan penelitian terkait korupsi di 
kota/ provinsi di Indonesia, diharapkan agar IPK diterbitkan setiap tahun. 
Adanya aturan, sanksi tegas, dan upaya nyata untuk memberantas 
korupsi, karena saat ini Indonesia berada pada rangking 114, serta 
perbaikan kinerja pemerintah yang lebih transparan dan bisa 
dipertanggungjawabkan. 
Bagi masyarakat, pemberantasan korupsi bisa dilakukan, jika 
masyarakat turut pro aktif dalam memberantas korupsi. 
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